
 
UNDANG-UNDANG 

NOMOR 45 TAHUN 2009 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 
TENTANG PERIKANAN 
[LN 2009/154, TLN 5073] 

 
39.  Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 85 
Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, 
dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber 
daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Angka 39 
Pasal 85 Cukup jelas. 

40.  Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 93 
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap 

ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, 
yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1)2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

                                                        
1 Pasal 9 

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat 
penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia. 

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Penjelasan: 
Pasal 9 

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk 
diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor. 

2 Pasal 27 
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 

berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib 
memiliki SIPI. 
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(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap 

ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak 
memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)3, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 
banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 
Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, 
yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (3)4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 
asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (3)5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh 
miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Angka 40 
Pasal 93 Cukup jelas. 

41.  Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 
94A, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 94A 
Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan 
SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A6 dipidana dengan 

                                                        
   Penjelasan: 

Pasal 27 
Ayat (1) Cukup jelas. 

3 Pasal 27 
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 

berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib 
memiliki SIPI. 

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli. 

   Penjelasan: 
Pasal 27 
Ayat (2) Cukup jelas. 
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “SIPI asli” adalah SIPI yang bukan fotocopy 

dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat 
yang tidak berwenang. 
Yang dimaksud dengan “membawa SIPI asli” adalah keharusan bagi setiap 
orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIPI asli di atas kapal 
penangkap ikan yang sedang dioperasikan. 

4 Lihat catatan kaki 3 
5 Lihat catatan kaki 3 
6 Pasal 28A 

Setiap orang dilarang: 
a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau 
b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. 
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pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Angka 41 
Pasal 94A Cukup jelas. 

42.  Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 98 
Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)7 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Penjelasan: 
Angka 42 
Pasal 98 Cukup jelas. 

43.  Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat) pasal yakni 
Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D, yang berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 100A 
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A8, 
pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)9, dan 
pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3610 yang 
                                                        

   Penjelasan: 
   Pasal 28A  Cukup jelas. 

7 Pasal 42 
(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau 

pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan 
Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. 

   Penjelasan: 
   Pasal 42 
   Ayat (3)  Cukup jelas. 

8 Lihat catatan kaki 6 
9 Pasal 35 

(1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan 
wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri. 

   Penjelasan: 
Pasal 35 
Ayat (1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, 

penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau 
bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya 
ikan. 

10 Pasal 36 
(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan 

perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih 
dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. 

(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 
dokumen yang berupa: 
a. bukti kepemilikan; 
b. identitas pemilik; dan 
c. surat ukur. 



 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 965 
 
melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman 
pidana pokok. 

Pasal 100B 
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 811, Pasal 912, 
Pasal 1213, Pasal 14 ayat (4)14, Pasal 16 ayat (1)15, Pasal 20 ayat (3)16, Pasal 

                                                                                                                                 
(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah 

terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain 
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi 
pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh 
negara asal. 

(4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 
surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 

   Penjelasan: 
Pasal 36 
Ayat (1) Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku yang 

dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI atau SIKPI. 
Buku kapal perikanan dimaksud bukan sebagai grosse akte pendaftaran 
kapal yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda 
Kebangsaan Kapal Indonesia bagi kapal yang mengibarkan bendera 
Indonesia sebagai bendera kebangsaan. 

Ayat (2) Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen, antara 
lain memuat Nama Kapal, Nomor Register, Tanda penghubung radio, 
Dimana kapal dibuat, Tipe kapal, Metode dan tipe alat tangkap, Tonage, 
Panjang, Dalam, kekuatan mesin, Gambar kapal, Nama dan alamat pemilik, 
Nama perusahaan yang menggunakan kapal, dan Sejarah pemilikan yang 
dimuat dalam buku kapal perikanan. 

Ayat (3) Cukup jelas. 
Ayat (4) Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat tanda 

kebangsaan terlebih dahulu didaftarkan di dalam buku kapal perikanan. 
Ayat (5) Cukup jelas. 

11 Pasal 8 
(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan 

dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, 
dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian 
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia. 

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah 
kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan 
biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan 
dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab 
perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan 
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan 
yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan 
dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 

(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan 
ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan 
usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 
bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 
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membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 

(5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau 
bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan 
peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan: 
Pasal 8 
Ayat (1) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat 

dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja 
mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan 
kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. 
Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat 
dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan 
waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. 

Ayat (2) Cukup jelas 
Ayat (3) Cukup jelas 
Ayat (4) Cukup jelas 
Ayat (5) Cukup jelas 
Ayat (6) Cukup jelas 

12 Pasal 9 
(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat 

penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak 
berlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia. 

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

   Penjelasan: 
Pasal 9 

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk 
diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor. 

13 Pasal 12 
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 

dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 

(2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber 
daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 

(3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat 
membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan 
manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 

(4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang 
dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau 
kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan: 
Pasal 12 
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2117, Pasal 23 ayat (1)18, Pasal 26 ayat (1)19, Pasal 27 ayat (1)20, Pasal 27 
ayat (3)21, Pasal 28 ayat (1)22, Pasal 28 ayat (3)23, Pasal 35 ayat (1)24, Pasal 
                                                                                                                                 

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pencemaran sumber daya ikan" adalah 
tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya 
ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau 
berbahaya bagi yang memanfaatkannya. 
Yang dimaksud dengan "kerusakan sumber daya ikan" adalah terjadinya 
penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan 
kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan 
seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan 
sedemikan rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber 
daya ikan. 

Ayat (2) Cukup jelas 
Ayat (3) Cukup jelas 
Ayat (4) Cukup jelas 
Ayat (5) Cukup jelas 

14 Pasal 14 
(4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya 

ikan. 
Penjelasan: 
Pasal 14 
Ayat (4) Cukup jelas. 

15 Pasal 16 
(1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, 

dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber 
daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 

Penjelasan: 
Pasal 16 
Ayat (1) 

Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan yang dimiliki 
agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia (indigenous 
species), juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem asli alam Indonesia. 

16 Pasal 20 
(3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan 

menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan 
keamanan hasil perikanan. 

Penjelasan: 
Pasal 20 
Ayat (3) Yang dimaksud dengan "penanganan" adalah suatu rangkaian 

kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan 
bentuk dasar. 

17 Pasal 21 
Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan 
dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat 
kesehatan untuk konsumsi manusia. 

Penjelasan: 
Pasal 21 

Yang dimaksud dengan "sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia" 
adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh 
pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah 
memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi 
manusia. 
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36 ayat (1)25, Pasal 38, Pasal 42 ayat (3)26, atau Pasal 55 ayat (1)27 yang 
dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 100C 
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)28 
dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana 
dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
                                                                                                                                 
18 Pasal 23 

(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan 
penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau 
lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan. 

Penjelasan: 
Pasal 23 
Ayat (1) Cukup jelas. 

19 Pasal 26 
(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 

pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. 

Penjelasan: 
Pasal 26 Cukup jelas. 

20 Lihat catatan kaki 2 
21 Lihat catatan kaki 3 
22 Pasal 28 

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan 
berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 
wajib memiliki SIKPI. 

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli. 

Penjelasan: 
Pasal 28 
Ayat (1) Cukup jelas. 
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “SIKPI asli“ adalah SIKPI yang bukan 

fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh 
pejabat yang tidak berwenang. 
Yang dimaksud dengan “membawa SIKPI asli” adalah keharusan bagi 
setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal 
pengangkut ikan yang sedang dioperasikan. 

23 Lihat catatan kaki 22 
24 Lihat catatan kaki 9 
25 Lihat catatan kaki 10 
26 Pasal 43 

Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik 
operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya. 

Penjelasan: 
Pasal 43 Cukup jelas. 

27 Pasal 55 
(1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari 
Pemerintah. 

Penjelasan: 
Pasal 55 Cukup jelas. 

28 Pasal 7 
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Pasal 100D 
Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud 
wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak 
kementerian yang membidangi urusan perikanan. 

Penjelasan: 
Angka 43 
Pasal 100A Cukup jelas. 
Pasal 100B Cukup jelas. 
Pasal 100C Cukup jelas. 
Pasal 100D Cukup jelas. 

 

                                                                                                                                 
(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib 

mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: 
a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; 
b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; 
c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; 
d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; 
e. sistem pemantauan kapal perikanan; 
f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; 
g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi 

daya; 
h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; 
i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; 
j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; 
k. kawasan konservasi perairan; 
l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; 
m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke 

dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan 
n. jenis ikan yang dilindungi. 

Penjelasan: 
Pasal 7 
Ayat (2) Cukup jelas. 


